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PUTUSAN
Nomor 501 K/Ag/2022

PUEN )l\ A _)J\ ) pevE
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:
PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Blora;
Pemohon Kasasi;
Lawan
TEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra dari Tergugat (PEMOHON)
kepada Penggugat (TEMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Purwokerto dengan Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt. tanggal 12
April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1442 Hijriah,
kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dengan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 29
Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriah;
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Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2021, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Kasasi Nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt. jo. 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg. yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, permohonan tersebut
diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
25 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,
Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
230/Pdt.G/2021/PTA.Smg. tanggal 29 Juni 2021;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak
mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak
Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Purwokerto tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang,
Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:
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Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex
Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:

Bahwa dalam memutus (perkara) perceraian yang menjadi
pertimbangan utama adalah apakah rumah tangga suami-istri tersebut telah
pecah (broken marriage). Ketidakharmonisan ikatan perkawinan itu harus
didukung oleh fakta yang ditemukan di depan persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan oleh
hakim pemeriksa perkara diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal dan kedua belah pihak juga telah diupayakan untuk
berdamai, akan tetapi tidak berhasil. Dan pada tahun 2020 Penggugat sudah
pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto.
Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Termohon Kasasi. Akan tetapi, Pemohon Kasasi
tidak pernah ada upaya yang signifikan untuk menyelesaikan masalahnya
dengan Termohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan
alasan yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan penilaian Pemohon
Kasasi atas hasil penilaian pembuktian yang bukan menjadi kewenangan
Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 52 Undang-Undang
Mahkamah Agung tersebut, sebagai Judex Juris Mahkamah Agung hanya
berwenang membatalkan putusan Judex Facti jika Judex Facti memutus
perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar
hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan Judex Facti kurang
pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini
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tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, PEMOHON,
tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi
dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, PEMOHON,
tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan Dr. liman Hasjim, S.H.l., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.
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Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

IL.Meterai ..
2 RedakSi e,
3. Administrasi kasasi...........
Jumlah .,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. llman Hasjim, S.H.I., M.H.

Rp 10.000,00
Rp 10.000,00

Rp 480.000,00
Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005
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